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Abstrak

Perundungan (bullying) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang banyak terjadi di
kalangan remaja dan memiliki dampak serius, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap remaja sebagai
korban tindak pidana perundungan serta mengkaji pemulihan hak korban berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai dalam
melindungi korban perundungan, antara lain melalui Undang-Undang Perlindungan Anak,
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan
Korban, serta peraturan terkait lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan
hukum tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya
kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, dominasi penyelesaian secara non-
litigasi, serta rendahnya akses korban terhadap pemulihan hak, seperti rehabilitasi psikologis
dan restitusi.
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Abstract

Bullying is a form of violence that frequently occurs among adolescents and has serious
physical, psychological, and social impacts. This study aims to analyze legal protection for
adolescents as victims of criminal acts of bullying and to examine the restoration of victims’
rights based on the applicable laws and regulations in Indonesia. The results show that,
normatively, Indonesia has an adequate legal framework to protect victims of bullying,
including the Child Protection Law, the Juvenile Criminal Justice System Law, the Law on
Protection of Witnesses and Victims, and other related regulations. However, in practice, legal
protection has not been implemented optimally. This is indicated by the gap between legal
norms and their implementation, the dominance of non-litigation settlements, and the limited
access of victims to rights recovery, such as psychological rehabilitation and restitution.
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1. PENDAHULUAN

Bullying merupakan permasalahan yang semakin sering terjadi di lingkungan remaja dan
berdampak negatif terhadap perkembangan mental dan sosial korban. Tindakan bullying dapat
berupa kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis yang berpotensi menimbulkan trauma
berkepanjangan. Anak sebagai subjek hukum memiliki hak untuk memperoleh perlindungan
dari segala bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Meskipun demikian, penanganan kasus bullying yang dilakukan oleh remaja masih
menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam penerapan hukum pidana. Hal ini disebabkan
oleh belum adanya pengaturan khusus mengenai bullying sebagai tindak pidana serta adanya
pertimbangan bahwa pelaku dan korban sama-sama berstatus sebagai anak. Kondisi tersebut
menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas hukum pidana dalam menangani kasus bullying
dan sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas hukum
pidana dalam menangani kasus bullying oleh remaja serta perlindungan hukum terhadap
korban bullying berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan
perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.
Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menjawab
permasalahan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBATASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus bullying di Indonesia masih marak terjaadi,
terutama dikalangan remaja. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),
tindak kekerasan berupa bullying menduduki peringkat tinggi dalam kasus kekerasan terhadap
anak. Tingginya angka bullying menunjukkan lemahnya sistem pencegahan, penanganan, dan
perlindungan hukum yang tersedia. Korban sering kali tidak melaporkan kasus yang dialami
karna adanya rasa takut, tekanan sosial, maupun ketidakpercayaan terhadap mekanisme hukum
yang ada. Dari sisi regulasi, Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum, Undang-
Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomer 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta ketentuan daalam KUHP. Namun
implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, baik dari aspek pembuktian, kesadaran
Masyarakat, maupun keterbatasan apparat dalam menangani kasus bullying secara
komprehensif.hal ini berdampak pada belum optimalnya pemenuhan hak-hak korban, terutama
dalam aspek pemulihan psikologis dan sosial.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa praktik penegakan hukum di lapangan cenderung
berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku. Perlindungan terhadap korban masih sering
terpinggirkan, padahal dalam perspektif perlindungan anak, korban bullying berhak
memperoleh rasa aman, pendampingan, serta rehabilitasi. Kesenjangan ini menimbulkan
keraguan mengenai sejauh mana kebijakan hukum pidana telah efektif menjamin perlindungan
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bagi korban.Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan hukum pidana
dalam menangani bullying masih terbatas. Perlindungan pada korban masih bersifat normative
dalam peraturan, tetapi implementasinya belum mampu memberikan jaminan keadilan dan
pemulihan secara optimal. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya perbaikan kebijakan
hukum pidana, baik dalam aspek regulasi, mekanisme pelaporan, maupun penguatan peran
lembaga pendidikan dan masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi bullying.

Analisis kasus konkret yang dikaji dalam penelitian ini memperkuat temuan terkait
lemahnya implementasi perlindungan hukum. Beberapa kasus yang menjadi rujukanpenelitian
ini adalah kasus di Malang (2022) yang berujung pada mediasi tanpa sanksi pidana, kasus
SMPN 8 Depok (2024) yang menimpa siswa ABK tanpa tindak lanjut hukum, kasus
Tasikmalaya (2024) yang baru ditindak setelah viral, serta kasus Bekasi (2023) yang
diselesaikan internal sekolah . menunjukkan pola yang konsisten, sekolah kerap menyelesaikan
secara internal, korban ragu melapor, dan aparat penegak hukum jarang mengatasi aspek
pemulihan korban. Kasus-kasus ini memperlihatkan bahwa meskipun norma hukum tersedia,
praktik dilapangan masih sangat dipengaruhi oleh faktor sosial-institusional (stigma, tekanan
reputasi sekolah, dan kurangnya sumber daya).

Dari perspektif preventif, temuan menunjukkan beberapa kekurangan utama:

a) Kebijakan pencegahan di sekolah belum terintegrasi secara sistematik, banyak sekolah
belum menerapkan program sekolah ramah anak atau mekanisme pelaporan anonim.

b) Edukasi hukum dan pendidikan anti-bullying belum merata dalam kurikulum sehingga
siswa, orang tua, dan guru kurang paham tentang hak korban daan prosedur pelaporan.

c) Kurangnya posko atau layanan konseling/ pendampingan di sekolah sebagai titik awal
rujukan korban. Data yang dicatat dalam penelitian Assesmen Nasional menunjukkan
angka potensi perundungan sebanyak 36,31% dan laporan KPAI tercatat ratusan kasus
sebanyak 226 kasus tahun 2023 dengan presentasi yang sedikit diproses ke ranah
hukum, menegaskan bahwa pencegahan masih jauh dari kata memadai.

Dari prespektif represif, penelitian menemukan hambatan teknis dan struktural.
Pembuktian unsur pidana dalam kasus bullying sering sulit, aparat penegak hukum kadang
memahami perbuatan tersebut sebagai “kenakalan biasa”, dan koordinasi antar institusi masih
lemah. Selain itu, meskipun Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang
Nomer 11 Tahun 2012 memberikan dasar hukum dan mekanisme diversi/ restoratif, penerapan
diversi dan restoratif belum konsisten. Kritikus melihat diversi beresikom mengurangi efek jera
bila tidak disertai mekanisme pemulihan korban yang kuat. Dengan kata lain, system
cenderung normatif di level undang-undang, tetapi terhambat pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Analisis kebijakan menunjukkan bahwa restorative justice berpotensi besar sebagai Solusi
Ketika pelaku masih anak, karena menekankan pemulihan korban dan pembinaan pelaku.
Namun agar efektif, pendekatan restoratif harus dipandu oleh prosedur yang jelas, seperti
persetujuan korban, adanya pendampingan psikologis, memantau pelaksanaan kesepakatan,
serta keterlibatan aparat hukum untuk kasus yang memenuhi ambang kekerasan berat. Tanpa
mekanisme pengawasan dan akses terhadap bantuan hukum/psikologis, program restoratif
beresiko menjadi formalitas yang tidak menyelesaikan kebutuhan korban.



Berdasarkan temuan tersebut, beberapa kesenjangan substantif yang perlu ditangani adalah:

a) Kewajiban pelaporan oleh sekolah belum diatur secara tegas beserta sanksi bagi yang
menutup-nutupi.

b) Akses korban terhadap bantuan hukum dan layanan psikologis masih terbatas, LPSK
dan KPPPA belum menjjangkau semuaa korban.

¢) Kapasitas aparat penegak hukum dan pendidik dalam menangani kasus anak masih
perlu ditingkatkan melalui pelatihan khusus.

d) Minimnya data terpusat dan sistem pemantauan kasus bullying sehingga sulit
merancang kebijakan berbasis bukti.

Sebagai hasil analisis kebijakan, penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah
konkret seperti, mengatur kewajiban pelaporan kasus bullying yang mengandung unsur
kekeraasan ke aparat berwenang, pembentukan posko perlindungan korban disetiap sekolah
sebagai first responder (pelaporan anonym, konseling, rujukan hukum), penguatan akses
advokaasi pro bono dan peran LPSK, penyusunan pedoman operasional untuk penerapan
restorative justice yang menjamin hak korban, pelatihan terpadu bagi guru dan aparat penegak
hukum, serta kampanye kesadaran publikyang melibatkan tokoh masyarakat/agama/media.
Perumusan hukum pidana juga perlun diperjelas elemen tindakannya agar pembuktian lebih
mudah dan pelaku yang melskuksn kekerasan berat dapat dikenakan sanksi yang proporsional.

Rangka kerja hukum pidana yang kini bersifat normatif perlu dilengkapi dengan
mekanisme aplikatif dan perlindungan terpadu bagi korban. Intervensi hukum harus
diintregasikan dengan kebijakan Pendidikan dan layanan sosial sehingga pencegahan,
penanganan dan pemulihan korban berjalan beriringan. Kajian terhadap beberapa putusan
pengadilan terkait kasus bullying memperlihatkan variasi dalam penegakan hukum. Pada
sebagaian putusan, hakim cenderung memberikan vonis ringan dengan pertimbangan usia
pelaku yang masih anak. Pendekataan ini sejalan dengan prinsip daalam Undang-Undang
Sistem Peradilan Anak yang menguutamakan pembinaan. Namun konsekuensinya adalah
korban seringkali tidak mendapatkan pemulihan yang memadai. Dalam beberapa kasus, aspek
rehabilitasi korban tidak menjadi pertimbangan utama dalam amar putusan, sehingga
menunjukkan adanya celah dalam penerapan prinsip perlindungan anak secara menyeluruh.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa keberadaan instrumen hukum positif belum
mampu sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi korban. Misalnya, meskipin KUHP
telah memuat ketentuan tentang penganiayaan dan kekerasan, tidak semua bentuk bullying
dapat dipidana karna keterbatasan rumusan norma. Disisi lain, Undang-Undang Perlindungan
Anak dan UU SPPA sebenarnya memberikan dasar hukum yang kuat, tetapi tidak selalu diikuti
konsistensi aparat penegak hukum dalam praktik. Kondisi ini mengakibatkan adanya disparitas
perlakuan terhadap kasus yang mirip, tergantung pada interpretasi aparat atau tekanan publik.

Dalam konteks formulasi kebijakan hukum pidana, penelitian ini menemukan bahwa perlu
adanya harmonisasi antara hukum positif dengan kebijakan pendidikan. Sekolah sebagai
institusi yang paling dekat dengan korban memiliki peran penting dalam pencegahan dan
penanganan kasus. Akan tetapi, tanpa dukungan regulasi yang jelas dan mekanisme koordinasi
dengan aparat penegak hukum, sekolah cendenrung memilih jalanpenyelesaian internal yang



sering merugikan korban. Oleh karena itu, pembaharuan kebijakan perlu diarahkan pada
penguatan kewajiban sekolah dalam pelaporan, pembentukan mekanisme perlindungan korban
yang berbasis institusi Pendidikan, serta intregasi layanan hukum, psikologis dan sosial.

Formulasi kebijakan hukum pidana kedepan harus lebih menekankan pendekatan ganda,
yaitu represif terhadap pelaku yang melakukan kekerasan berat, sekaligus restoratif bagi pelaku
anak dengan tetap menjamin hak-hak korban. Mekanisme diversi sebaiknya tidak hanya
menjadi jalan keluar bagi pelaku tetapi juga menjadi sarana pemulihan korban melalui
kewajiban restitusi, permintaan maaf atau layanan konsseling yang terstruktur. Dengan
demikian perlindungan hukum tidak hanya sebatas konsep normative, tetapi benar-benar
dirasakan manfaatnya bagi korban bullying.

Secara keseluruhan hasil penelitian ini menegaskan bahwa evektifitas hukum pidana dalam
menangani kasus bullying masih terbatas. Perlindungan hukum pada korban belum berjalan
optimal karna lemahnya implementasi dan belum terbangunnya sistem perlindungan terpadu.
Sebab itu dibutuhkan reformulassi kebijakan hukum pidana yang lebih jelas, tegas, dan
berpihak kepada korban, serta melibatkan sinergi antara Lembaga Pendidikan, aparat penegak
hukum, dan masyarakat dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban
bullying.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan
hukum pidana dalam menangani kasus bullying di Indonesia masih terbatas karena adanya
kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Meskipun telah tersedia
instrumen hukum yang mengatur perlindungan anak dan penanganan pelaku anak, praktik
penegakan hukum masih cenderung berorientasi pada pelaku dan belum menjamin pemulihan
korban secara optimal. Lemahnya mekanisme pelaporan, keterbatasan pembuktian, serta
minimnya akses korban terhadap pendampingan hukum dan psikologis menunjukkan perlunya
penguatan kebijakan yang lebih aplikatif, terintegrasi, dan berpihak pada korban melalui
sinergi antara lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar perlindungan
hukum terhadap korban bullying dapat terwujud secara nyata.
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